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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai sangat penting
dan menentukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan,
dimana Pegawai Negeri bukan saja unsur aparatur Negara melainkan juga
abdi Negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah
masyarakat. Dengan melihat dan menyadari betapa penting kedudukan
dan peranan pegawal, maka usaha peningkatan dan pengembangan
pegawal ke dalam usaha-usaha kearah perbaikan dan penyempurnaan cara
kerja terus dilaksanakan. Sehingga benar-benar mampu melaksanakan
tugas-tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional yang
tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 adalah
terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi berkeadilan,
berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan RI yang
didukung oleh manusia indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa
dan berakhalk mulai, cinta tanah air, berkesadaran hidup dan lingkungan
mengusai Iptek, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisplin.

Tujuan pembangunan Nasional tersebut hanya dapat dicapai

melalui pembangunan yvang direncanakan secara bertahap, berdaya guna,
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dan berhasil guna. Oleh karena itu dalam segi peningkatan kualitas
pembangunan nasional maka mutlak diperlukan perbaikan dan
penyempurnaan aparatur negara sebagai aparatur pelaksana pembangunan
melalui suatu kinerja pegawai yang efektif dan efisien.

Dalam pembangunan sekarang. apabila dengan luasnya cakupan
pembangunan ditambah lagi dengan masuknya teknologi modern maka
timbul pula tantangan baik bagi kemampuan pegawai/karyawan antara
lain adalah berorientasi pada pembangunan, sehingga mampu bertindak
sebagal pemrakarsa pembaharu, dan sebagai penggerak pembangunan.

Sehubungan dengan hal itu, maka setiap orientasi, instansi berusaha
dengan sckuat tenaga menciptakan pegawai/karyawan untuk bekerja
dengan efisien, efektif, terampil, bermutu serta mempunyai semangat dan
kegairahan kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan pada setiap pegawai/karyawan, hal ini pula merupakan salah
satu pendukung dalam organisasi.

Di dalam setiap organisasi/instansi kita dapat menemukan berbagai
permasalahan yang timbul dikarenakan terjadinya benturan perkembangan
yang begitu cepat perubahan dalam suatu organisasi merupakan tuntutan
dan perkembangan suatu pembangunan, untuk itu berbagai upaya telah
dilaksanakan oleh setiap organisasi dalam meningkatkan efektivitas kerja.

Hambatan yang dihadapi antara lain dengan masih banyaknya sumber
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daya manusia/pegawai yang mempunyai keahlian dan keterampilan serta

mutu yang masih rendah. Untuk itu setiap organisasi/instansi berusaha

meningkatkan kualitas karyawan antara lain dengan memfungsikan
administrasi kepegawaian misalnya dengan mengadakan pendidikan dan
pelatihan kerja dengan harapan agar pegawai/karyawan dapat berkualitas.

Dalam rangkaian latar belakang tersebut di atas, maka penulis
tertarik dan merasa perlu membahas dalam sebuah karya tulis dalam
bentuk skripsi, dengan judul “Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi

Selatan”, oleh karena [ yang melatarbelakangi alasan memilih judul

sebagai berikut :

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang
memagang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan, oleh
sebab itu Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara perlu dibina
dan diarahkan agar dapat menyelenggarakan Pemerintahan dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Bahwa salah satu aspek vyang sangat menentukan keberhasilan
kepemimpinan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan adalah bergantung pada tingkat kinerja pegawainya.

3. Untuk meningkatkan dan mengarahkan Pegawai Negeri Sipil dapat

ditempuh dengan jalan menanamkan kedisiplinan pada tiap-tiap
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pegawal mulai dart puncak pimpinan sampal pada bawahan yang

paling rendah.

4. Karena motivasi dan disiplin kerja aparat pegawal masih rendah.

Batasan dan Rumusan Masalah
Untuk memberikan arah dalam penelitian int maka penulis
membatasi masalah vyang berhubungan dengan judul skripsi ini.
Peningkatan kinerja memerlukan penanganan vang sungguh-sungguh agar
kinerja pegawal benar-benar sejalan dengan yang diharapkan. Oleh karena
itu peningkatan kinerja pegawai menunjang fungsi Kantor Dipenda.
Sehubungan dengan batasan masalah di atas maka berikut ini akan
dikemukakan rumusan masalah sebagai bertkut :
1. Bagaimana disiplin kerja pegawail pada Kantor Dinas Pendapatan
Dacrah Propinsi Sulawesi Selatan 7,
2. Bagaimana usaha-usaha peningkatan kepuasan kerja pegawa pada

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinst Sulawesi Selatan 7.

L2

Bagaimana usaha-usaha merumuskan strategi terhadap kerja pegawai

pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ?




C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pegawai pada Kantor Dinas

Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

pelaksana kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja
pegawal pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi

Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat menjadi masalah bagi pimpinan kantor Dinas Pendapatan

Daerah dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang

kepegawaian khususnya untuk kepemimpinan kinerja pegawail.

. Dapat menjadi masukan bagi para pegawai khususnya di Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
Dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengkajl sistem
kinerja pegawai, khususnya pada 1lantor Dinas Pendapatan Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan.




D. Kerangka Konseptual

Dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan,
sangat tergantung dari unsur manusianya dan jika kita menvinggung
mengenal organisasi, maka kita akan mengenal apa itu pegawai.

Peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu usaha yang
dilakukan dengan sadar, teratur, terarah, dan bertanggung jawab untuk
mencapal tujuan yang telah ditetapkan. Menegakkan suatu kinerja
pegawal sangat penting bagi suatu instansi/organisasi, sebab peningkatan
kinerja pegawail diharapkan bahwa semua tugas-tugas kantor dapat
secepatnya diselesaikan, sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan
seefektit dan seefisien mungkin.

Untuk mengefektifkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
meningkatkan produktivitas kerja, maka perlu adanya keteladanan
pimpinan. Bila suatu instansi ingin meningkatkan kinerja para pegawainya
maka terlebih dahulu dimulai dari pimpinan. Dengan teladan yang
demikian maka, dapat diharapkan para pegawainya hendaknya mengikuti
hal yang sama dalam menjalankan kinerjanya.

Untuk itu dalam meningkatkan kinerja pegawai perlu adanya
pendidikan dan latihan yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing
agar tugas-tugas yang diberikan dapat terlaksana sesuai dengan waktu

yang ditentukan.




Betikut in1 digambarkan bagan Kerangka Konseptual tentang
Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Kerangka Konseptual

Pegawai | | Peningkatan Kinerja : > Hasil yang dicapai ;
Dipenda ot ; :
- Pelaksanaan disiplin kerja - Memberikan pelayanan
A pesawai prima terhadap masya-
- Peningkatan kepuasan kerja rakat serta meningkat-
- Perumusan strategi kerja kan pendapatan Daerah.

pegawai

Faktor yang menjadi penunjang

dan penghambat dalam | ¢
peninckatan kinerja pegawai
Dipenda

E. Metodologi Penelitian
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

maka digunakan metode dan teknik sebagai berikui :

1. Tipe dan Dasar Penelitian
Pada penelitian in1 penulis menggunakan tipe deskriptif denganmaksud
untuk memberikan gambaran tentang situasi pada lokasi penelitian
yang erat hubungannya dengan Kinerja pegawai pada Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
Dasar penelitian yang digunakan adalah dengan Survey vaitu
mengadakan tinjavan langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan

dengan masalah yvang ditehiti.




Adapun jenis penelitian adalah sebagai berikut :

a.

Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu metode yang
digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca
literatur seperti buku-buku, majalah dan dokumen lain yang
dianggap penting.

Field Research (penelitian lapang) yaitu metode yang digunakan
untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan penelitian

ke lokasi.

2. Teknik Pengumpula: Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

L.

2,

Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan pada obyek
penelitian.

Interview vyaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan
wawancara dengan responden sesual dengan daftar pertanyaan yang
telah disusun.

Angket yaitu daftar pertanyaan yang diedarkan oleh peneliti kepada
seluruh responden yang selanjutnya responden mangisi daftar

pertanyaan tersebut.
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3. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi adalah jumlah keseluruhan obyek yang akan diteliti dalam
h al im1 adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 308.

b. Sampel
Dari pengamatan pendahuluan diketahui bahwa populasi penelitian
in1 agak heterogen jika ditinjau dari segi golongan kepangkatan dan
tingkat pendidikan. Untuk representatifnya sampel diambil 50%

dari populasi secara purposive sampling yaitu :

- Golongan I 3 orang
- Golongan I 29 orang
- Golongan Il 119 orang
- Golongan IV 3 orang

Jumlah 154 orang

4. Teknik Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dart responden mula-mula
diklasifikasikan kemudian diedit dan diberikan tanda selanjutnya
disusun dalam tabel-tabel frekuensi dan atau persentase agar mudah

dianalisis secara kualitatif,




F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripst ini disusun dalam lima bab dengan
sistematika sebagai berikut .

Bab pertama yaitu, Pendahuluan yvang memuat latar belakang
masalah, pembatasan dan rumusan masalah. tujuan dan kegunaan
penclitian, kerangka konseptual. metodologi penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua vaitu. Tinjauan pustaka vang menguraikan tentang
pengertian peningkatan kinerja pegawai dan pengertian Pegawar Negen
Sipil.

Bab Ketiga vaitu. Gambaran umum lokasi penelitian. vang memuat
sejarah singkat, tugas pokok dan tungsi Kantor Dinas Pendapatan Dacrah
Propinsi Sulawest Selatan dan keadaan pegawal.

Bab keempat vaitu pembahasan dan hasil penelitian, yang memuat
Disiplin Kerja Pegawal. Usaha-usaha Meningkatkan Kepuasan Kerja,
Usaha-usaha Merumuskan Strategi Kerja Pegawai

Bab kelima yaitu Kestmpulan dan Saran-saran.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian
1. Peningkatan Kinerja

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh
(Yandi Yanto, Drs. 1997 : 308), Peningkatan kata dasarnya adalah
tingkat dan kata kerjanya meningkatkan yang artinya menolong,
menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan
menurut Kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh (Balai Pustaka,
571) peningkatan berarti melayani yang artinya mengurus apa-apa
yang diperlukan sescorang.

Memperhatikan pengertian di atas, maka peningkatan kinerja
dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan olch
pemerintah dan mengurus hal-hal yang diperlukan khalayak ramai.
Hal-hal yang diperlukan khalayak ramai tersebut meliputi masalah
perizinan, keamanan, dan ketertiban, kebersihan dan kebutuhan hidup
yang baik (Achmad Batinggi “Pelayanan Masyarakat™ 1997 . 2).
Adapun pengertian kinerja adalah “Segala bentuk kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di

lingkungan Badan Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau




jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan maupun dalam
rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan”. (Kep. Menpen
Nomor 18 Tahun 1993). Jika dilihat dan pengertian Kinerja di atas,
maka terdapat 7 (tujuh) unsur dari kinerja yaitu :

(1). Kegiatan pelayanan;

(2). Berbagai bentuk;

(3). Dilaksanakan oleh instansi pemerintah:

(4). Berwujud barang;

(5). Berwujud jasa,

(6). Kebutuhan; dan

(7). Peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang kita galakkan sekarang ini
tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan kinerja
yang baik pula, dalam hal ini kinerja Pegawai Negeri Sipil hendaknya
dapat berdaya guna dan berhasil guna. Demi terwujudnya Kkinerja
Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna tersebut
maka perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh berbagai pihak
vang turut terlibat dalam pelaksanaan kinerja ini adalah Pegawai
Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan prinsip Efektivitas dan
efisiensi guna mencapai suatu tujuan. Untuk itu maka pelaksanaan

kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
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Propinsi Sulawesi Selatan, perlu dilaksanakan dalam suatu rangkaian

kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat dan

lengkap, karena i1tu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai
berikut :

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi pelayanan harus jelas dan
diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan tctap berpegang pada
efisiensi dan efektivitas.

c. Mutu proses dan hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat
memberi kenyamanan, kelancaran an kepastian hukum yang dapat
ipcrtanggung jawabkan,

d. Apabila pelayanannya yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah maka instansi pemerintah yang bersangkutan
berkewajiban memberi peluang, ikut menyelenggarakannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kep. Menpan
Nomor 81 tahun 1993).

Klasifikas1 Pola Manajemen pelayanan sesuai dengan Kep. Menpan

Nomor 81 tahun 1993 adalah sebagai berikut :



a. Pola Pelayanan Fungsional
Pelayanan in1 dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan
tugas fungsi dan kewajibannva.

b. Pola pelayanan satu pintu
Pelayanan semacam ini dilakukan secara tunggal oleh satu instansi
pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi
pemerintah terkait lainnya vang bersangkutan

¢. Pola Pelayanan Satu Atap
Jems pelavanan 1m dilakukan secara terpadu pada satu tempat atau
lokasi oleh beberapa instansi vang bersangkutan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

d. Pola Pelayanan Terpusat
Pelayanan secara terpusat dilakukan oleh instansi pemerintah vang
bertindak selaku Kkoordinator terhadap pelavanan instansi
pemerintah lainnva yang terkait dengan bidang pelayanan vang

bersangkutan.

B. Teori-teori Motivasi
Motivasi dapat didefinisikan secbagai keadaan d' mana usha dan
kemajuan keras scorang diarahkan kepada pencapalan hasil-hasil tertentu.

Hasil-hasil vang dimaksud bisa berupa produktivitas kehadiran atau




prilaku kerja kreatifnya. Dalam peningkatan Kinerja pegawal teori
motivasi sangat berhubungan langsung dengan prilaku tertentu untuk
meningkatkan Kinerja pegawai. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai
berikut :
I. Teort ERG Alderfer
ERG adalah singkatan dari existence, relatedness, dan growth
(keberadaan, keterhubungan dan pertumbuhan). Clavton Aldertfer
adalah orang yang mengajukan teori ini yang sekaligus sebagai
penajaman atas teori Maslow. Singkatnva dari hhma kebutuhan yang
dikemukakan oleh Maslow. kemudian diringkaskan oleh Alderter ke
dalam tiga kelompok kebutuhan. Ketiga kelompok kebutuhan ini
adalah sebagai berikut :
(1) Existence needs (eksistensi/keberadaan)

Yang termasuk ke dalam kelompok kebutuhan ini adalah
apa-apa vang dapat dipuaskan oleh sejumlah kondisi matenal.
Karenanya kebutuhan 1m sangat dekat dengan kebutuhan
fisiologis ini sangat dekat dengan kebutuhan tisiologis dan
keamanan yang lebih terpuaskan oleh kondisi matenal.

(2) Relatedness needs (keterhubungan)
Kebutuhan ini terpuaskan melalui adanya komunikasi

terbuka dan pertukaran pikiran antara orang-orang vang ber-
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hubungan (misalnya dalam organisasi). Ini berkaitan dengan
kebutuhan-kebutuhan sosial dan harga diri dalam teori tingkat
kebutuhan Maslow.

(3) Teor1 Motivasi Hercberg

Kebutuhan ini terpenuhi oleh keterlibatan yang kuat dalam

tempat/lingkungan kerja, vang didalamnya menggambarkan
adanya pemantaatan secara penuh keahlian dan kemampuan serta
pengembangan secara kreaul’ atas Keahlhian-keahlian dan
Kemampuan vang baru. Kebutuhan ini sangat dekat dengan
kebutuhan aktualisasi dir.

Teor1 Motivasi Hercberg

Beberapa waktu vyang lalu. Frederick Herzberg, seorang
psikolog, melakukan studi terhadap 203 orang akuntan dan insiyur di
kawan Pittsburgh, A.S. dari hasil studinva itu menvimpulkan bahwa
ada dua faktor penting dalam hngkungan Kerja para pekerja. Yang
pertama adalah job-context factors. atau dissatisfiers. atau hygiene
factors. dan yang kedua satisfiers atau motivators.

Faktor yang pertama. hygiene factors. adalah taktor yang
apabila udak dipenuhi dapat menimbulkan  ketidakpuasan para
pegawal, fakwr-taktor terscout adalah -

(1) Kebijakan perusahaan dan administrasi (company policy and

administration).



(2) Supervisi (supervision).

(3) Kondisi kerja (working condition).

(4) Hubungan antar-pribadi (interpersonal interaction).
(3) Gaji (salary).

(6) Keamanan kerja (job security)

Faktor yang kedua. motivators, adalah faktor yang apabila
dipenuhi akan menimbulkan kepuasaan kerja dan motivasi. Sebaliknya
tiadanva faktor tersebut tidak akan menimbulkan ketidakpuasan kerja
pegawal. Adapun faktor-tfaktor vang termasuk ke dalam kelompok ini
diantaranya adalah :

(1) Prestasi (achievement)

(2) Pengakuan (recognition)

(3) Pertumbuhan (growth)

(4) Kerja ini sendiri (the work 1tselt)
(5) Kemajuan (advancement)

(6) Tanggung jawab (responsibility)

Perlu juga dicatat bahwa Herzberg berpendapat bahwa kepuasan
dan ketidakpuasan bukanlah dua titik ekstrim dari satu kontinum, akan
letent merupakan dua hal vang independen satu sama lainnya.

Dari kedua motivasi tersebut di atas. dapat disimpulkan bahwa

motivasi penting untuk tercapainya tujuan baik pada tingkat individu



maupun kelompok. Beberapa teori telah dikembangkan untuk
menjelaskan mengapa motivasi itu timbul, dan bagaimana proses
motivasi itu berlangsung.

Teori-teori motivasi merupakan teori-teori yang berorientasi
pada menjawab pertanyaan mengapa motivasi timbul. sedangkan pada
teori-teori Vroom dan Adams menelaah motivasi ditinjau dari segi

prosesnya.

C. Pengertian Pegawai Negeri
Sepanjang sejarah kedudukan dan peranan Pegai. i Negert Sipil
adalah sangat penting galam menentukan berhasil atau tidak.nya mission
pemerintah tergantung pada aparatur negara karena pegawal merupakan
aparatur negara.
Pengeruan Pegawal Negeri menurut Bedjo Siswanto (1987 © 10).

menjelaskan bahwa :

Pegawai adalah pekerja yang bekerja pada instansi atau lembaga
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
yang biasa disebut Pegawair Negeri™.

Pegawai Negeri adalah merupakan salah satu alat dari negara atau
dengan kata lain Pecgawai Negeri merupakan salah satu unsur darn pada
aparatur negara scbagai Abdi Negara. pegawai Negeri mengandung

pengertian bahwa Pegawai Negeri harus mendahulukan kepentingan
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negara di atas kepentingan segala-segalanya. Sedangkan sebagai Abdi
Masyarakat, mengandung pengertian bahwa segala tugas yang
dilaksanakan oleh Pegawair Negeri adalah untuk kepentingan rakyat.
Setiap Pegawai Negeri harus dapat melindungi, mengayomi atau memberi
bimbingan kepada masyarakat.

Seperti vang ditegaskan dalam pasal 1 hurut a Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dikemukakan
bahwa :

“Pegawal Negeri adalah mereka vang setelah memenuhi syarat-

=

svarat vang ditentukan dalam peraturan-peraturan perundang-
undangan vang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas ncgara lainnya vang ditetapkan berdasarkan sesuatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Perumusan tersebut di atas dapat diperinci bahwa sescorang dapat
dikatakan Pegawai Negeri adalah :
a, Telah memenuhi syarat-svarat vang telah ditentukan.
b. Diangkat olch pejabat vang berwenang.
¢. Diserahi tugas dalam Jabatan Negeri.
d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawar Negern terdini dart Pegawar Negeri Sipil dan anggota
Angkatan Pcrsenjaic Republik Indonesia. Hal ini sesuail dengan pasal 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 vaitu :

I. Pegawal Negeri terdin atas ¢
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d.

Pegawar Negeri Sipil. dan

b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pegawal Negen Sipil terdin atas .

a.

b.

C.

Pegawar Neger Sipil pusat
Pegawal Negeri Sipil Daerah dan
Pegawar Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah (1974 : 13).

Dari penjelasan tersebut di atas. maka vang dimaksud dengan

Pegawar Negeri Sipil pusat, vaitu ¢

g

s

Gapnva dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen. Lembaga
Pemerintah Non Departemen. Kkesekretariatan Lembaga Tertinggi
atau Tinggr Negara, Instansi Vertikal di Dacrah-dacrah dan
Kepaniteraan Pengadilan.

Bekerja pada Perusahaan Jawatan.

Diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom.
Berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dengan
diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain

Dimaksud Pegawai Negeri Sipil Dacrah vaitu Otonom. Daerah

Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas



wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974.

Kelompok-kelompok pegawai lainnva yang dalam hal tertentu
seperti sumber penggajian dan sebagaimana dapat imaksud dalam
kategori sebagai berikut :

a. Perusahaan Umum dan Perusahaan Neoara.
b. Pegawai Lokal pada Perwakilan Repubi . Indonesia Luar Negeri
¢. Pegawai Hanan.

SL‘I&][]_ilql_In}'El rumusan vang dikemukakan oleh Moknjat, (1974
45) dijelaskan bahwa :

“Pegawal Negeri adalah mercka yang diangkat dalam jabatan
Pemerintahan pusat oleh pembesar vang berwenang dan diber
gaji Anggaran Belanja Negara semata anggaran belanja
pegawal segala sesuatu menurut peraturan-peraturan yang
berlaku™.

Pangan ini pada dasarnya adalah kereka yang diangkat dan tidak
mempunvai perbedaan prinsipil jikalau dibandingkan dengan rumusan
vang termuat dalam berbagai pandangan. undang-undang. keputusan
serta peraturan pemerintah yang telah diberlakukan.

Pegawar Negeri Sipil merupakan salah satu sumber dava

manusia. merupakan salah satu sumber pelaksanaan penyelenggaraan



Pemerintahan umum dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil merupa-
kan sumber daya manusia yang strategis dalam aparatur Pemerintahan.
Untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan umum dan pembangunan tadi diperlukan aparatur yang
berdaya guna, berhasil guna. bersih dan berwibawah.

Pegawai Negeri Sipil vang berdaya guna. berhasil guna, bersih
dan berwibawah hanva mungkin terwujud bila mana mereka memiliki
kemampuan protesional. dedikasi dan disiplin dalam mengemban tugas
dan kewa)ibannva scbagal unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masvarakat.

Agar Pegawar Negzeri Sipil sebagai salah satu sumber daya
manusia dapat scgera inemacu diri untuk meningkatkan kualitasnya
dalam hal in1 kepegawailan, Pegawai Negeri Sipil juga harus diarahkan
dan diprioritaskan untuk meningkatkan kuahitasnya.

Peningkatan kualitas 1n1 harus dilaksanakan dan sejak
rekruitmen. vaitu bagr mereka vang akan masuk ke dalam Pegawai
Negeri Sipil sebagai pegewai baru un;uk mendapatkan Pegawai Negeri
Sipil vang secara fisik baik bermental dan berdisiplin baik. Sedangkan
bagi Pegawai Negeri Sipil vang telah ada haru dilakukan melalu
pendidikan dan latihan, sehingga dapat dihasilkan Pegawal Negen
Sipil vang benar-benar profesional. bermental baik dan berdisiplin

tinggs.



Langkah-langkah lain sebagai upaya untuk meningkatkan
sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil itu adanya menyangkut
aspek-aspek ketatalaksanaan dan kesecjahteraannya. Hal ini diharapkan
dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanannya, sedangkan dari segi
kesejahteraan diharapkan dapat membern kegairahan serta semangat
kerja yang akan berdampak pada produktivitas atau prestasi kerja.

Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur aparat
negara, abdi negara dan abdi masvarakat tersebut dapat benar-benar
tetap berperan melaksanakan tugas sebagar  penvelenggara
Pemerintahan dan pembangunan yang selanjutnya menjadi unsur
kekuatan penggerak dalam mekanisme roda Pemerintahan dan
pembangunan yang efektit, maka dengan sendirinva memerlukan
pembinaan vang baik terencana. teratur dan tertib.

Dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
secara tegas dinyatakan bahwa Pegawai Negeri dengan sendirinya
termasuk Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi
negara dan abdi masyarakat yvang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Nega.a dan
Pemerintahan menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan  pem-

bangunan.



Uraian dan ketentuan tersebut sangat tepat dan mantap dilain
pithak rumusan tersebut sangat padat, karena terdapat hal-hal yang
memeriukan pemahaman mendalam.

a. Unsur Aparatur Negara
Dikatakan bahwa Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur
negara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945,
vang dimaksud dengan aparatur negara adalah alat-alat
perlengkapan negara vang meliputi aparatur legislative, aparat
cksekunf, aparatur vudikatif, aparatur konsultatit dan aparatur
pemeriksaan. Pegawai Negeri terdapat pada setiap aparatur negara
tersebut. Oleh karena itu tepat sckali kalau dikatakan bahwa
pegawal Negeri merupakan salah satu unsur aparatur negara
diantara unsur-unsur aparatur negara lainnya.

b. Pegawai Negara adalah Abdi Negara
Arti abdi (dari bahasa Jawa) adalah pelayanan. pembantu yvang
wajib melaksanakan pelayanan. Sebagai abdi negara maka pegawai
Neger1 harus melaksanakan pelayanan tugas-tugas negara.
Pegawal Negeri harus mengutamakan pelaksanaan tugas negara

vaitu dalam hal menjelaskan fungsi umum Pemerintahan dan tungsi

pembangunan. Arti kata abdir juga mengandung pula pengertian
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pengabdian. Pegawar Negeri harus mengabdikan diri kepada
kepentingan negara atas segala-galanya. Tidak dibenarkan men-
dahulukan kepentingan din atau golongan. Kepentingan negara
harus didahulukan dari segala-galanya. Bilamana perlu harus berani
berkorban untuk Kepentingan negara.

Pegawai Negeri adalah abdi masyarakat

Sesuai dengan makna abdi tersebut di atas, maka Pegawai Negeri
Sipil melaksanakan tugas dan kewajibannva untuk memberikan
pelavanan sebaik-baiknva kepada masvarakat.

Setiap pegawai Negeri harus dapat menjaiankan tugas pelayanan
sebaik-baiknva kepada masvarakat. Sctiap pegawai Negert harus
dapat melindungi. mengayomi atau memberi bimbingan kepada
masvarakat. Pegawail Negeri juga harus berani dan rela berkorban
untuk kepentingan masvarakat.

Dengan demikian setiap pegawai Negeri harus mengabdikan din
pula untuk kepentiangan masyarakat sehingga kehadirannya dapat
memberikan Ketenteraman, Kketenangan rasa, aman, tertib,

keteladanan bagi masyawakat.
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BAB I11

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Pada awalnya sekitar tahun 1972 ke bawah Dinas Pendapatan
Daerah merupakan salah satu bagian pada biro keuangan Setwilda Tingkat
[ Sulawesi Selatan dengan nama bagian Penghasilan Dacrah. Dalam
perkembangannya, selanjutnya dengan luasnya daerah kerja urusan-urusan
vang menvangkut pendapatan daerah baik meliputi Pendapatan Asli
Daerah sendiri (Pajak. Kcinibusi, dan Pendapatan Daerah lainnva vang
sah. maupun pendapatan negara vang diserahkan ke Daerah Tingkat I).
sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari Sekretariat Daerah Tingkat
I Sulawesi Selatan. Ex Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan
menjadi urusan tersendin1 dan merupakan dinas Otonomi yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sulawesi
Selatan Nomor 130/1V/1973 Tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan.

Dengan demikian meningkatnva usaha pembangunan daerah vang
merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah sebagai perwujudan
dan kegiatannya, menuju kearah Otonomi yang dinamis, nvata, dan

bertanggung jawab. perlu dilakukan penyesualannya. usaha pemupukan



daya guna membiavar pembangunan daerah, sehingga dengan demikian
dalam rangka peningkatan dava guna dan hasil guna Perlu diberikan
penopang baor teriaksananva tugas-tugas pembangunan dengan lancar
agar sehingga pemasukan pendapatan daerah dapat berjalan sesuai dengan

rencana semula.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah
daerah yang dipimpin oleh scorang Kepala Dinas vang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepau o Gubernur melalur Sekretaris Dacrah.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh scorang
Wakil Kepala Dinas. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan vang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota di bidang pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-
undang.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut di atas. Dinas
Pendapatan Dacrah mempunvai fungs: .
a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang Pendapatan.
b. Pelaksanaan peclayanan umum hintas Kabupaten/Kota di bidang

pendapatan.

¢. Pembinaan teknis di bidang pendapatan.
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d. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas.

¢. Pengelolaan urusan tata usaha Dinas.

C. Susunan Organisasi
I. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari ;
a. Kepala Dinas mempunyar tugas pokok melaksanakan pembinaan
dalam bidang pendapatan Daerah sesuar ketentuan perundang-
undangan vyang berlaku dan kebijaksanaan vang ditetapkan

Gubernur

—

vonala Dinas mempunyvai fungsi :

I. Perumusan Kkebijaksanaan teknis sesuai kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur.

2. Pelaksanaan Kebijaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/

~ota di bidang pendapatan.

(%]

Pembinaan teknis di bidang pungutan dan pendapatan Daerah.
4. I'embinaan, pengendahan dan pengembangan UPTD.
b. Wakil Kepala Dinas
Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :
I. Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi,
imtegrasi dan sinkronisasi dalam organisasi Dinas.

2. Penyelenggaraan Pengawasan
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3. Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan atau
tidak berada di tempat.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh secorang Kepala Bagian

mempunyal tugas pokok memberikan pelavanan teknis dan

adminmistras) kepada semua satuan organisasi daiam lhingkungan

Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Tata Usaha mempunyai tungsi .

a. Pembinaan dan penvelenggaraan tata usaha pimjpiman dan
Rumah Tangga kantor.

b. Pclaksanaan pelavanan kegiatan kantor.

c. Persiapan kebutuhan Rumah Tangga Kantor.

d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai Kewenangan

dan Ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

(4]

Penvelenggaraan kebutuhan keuangan Kantor.

f. Perencanaan pengadaan kebutuhan kantor.

tro

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang dan tugasnya.

Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan

Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyar tugas pokok
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melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan

peningkatan pendapatan Daerah.

Sub Dinas Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan mempunyai

fungsi :

a.

b.

Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber-
sumber pendaparan Daerah

Pelaksanaan pemantauan dan pengembangan teknis di bidang
pendapatan Daecrah.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh jenis
pendapatan . '2erah.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugasnva

Sub Dinas Pendataan dan Penctapan

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Dinas mempunvai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang pendataan dan penctapan obvek dan subyek

pendapatan Dacrai.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunvai tungsi .

b.

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran obyvek dan subvek
pendapatan Daerah.
Penyelenggaraan pengolahan data dan dokumentasi untuk

kebutuhan informasi.
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Pelaksanaan penelitian dan penctapan obyek dan subyek
pendapatan Daerah.

Pelaksanaan pemeriksaan intern maupun ekstern atas penetapan
pembayaran wajib pajak dan retribusi Daerah.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang dan tugasnva.

Sub Dinas Penagihan

Sub Dinas Penagihan dipimpin oleh Kepala Dinas mempunvai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang

penagihan pendapatan Daerah.

Sub Dinas Penagihan mempunvai tungsi -

L)

Penyelenggaraan pembukuan dan veritikasi atas penetapan dan
realisasi pendapatan Dacrah.

Perumusan kebijaksanaan operasional penagihan pendapatan
Dacrah.

Penyelenggaraan penatausahaan keberatan pendapatan Dacrah.
Perumusan penatausahaan keberataan pendapatan Dacrah.
Pecrumusan sistem dan prosedur penvelesaian kompensasi/
retribusi.

Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang tugasnya.



l'! <

l“J
[§]

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh

scorang Kepala Sub Dinas mempunhai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan retribusi, pendapatan
lain-lain dan BUMD.

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam
upava meningkatkan penerimaan retribusi dacrah. pendapatan

lain-lain dan BUMD.

@]

Perencanaan penggunaan dan legalisasi benda-benda berharga.

d. Penvelenggaraan monitoring dan evaluasi  benda-benda
berharga.

¢. Pelaksanaan tugas laimn yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnva.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang Bagi Hasil Pendapatan

Sub Dinas Bagi Has.i rendapatan mempunvai fungst :

a. Penatausahaan teknis administrasi penerimaan bagi Hasil Pajak

dan Non Pajak.
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b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan penerimaan bagi hasil pajak dan Non Pajak.

¢. Pelaksanaan analisa penerimaan bagi hasil Pajak dan Non
Pajak.

d. Pelaksanaan pendataan atas realisasi penerimaan bagi hasil

pajak dan Non Pajak.

4

Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas fungsinva.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional
Dinas Lapangan vang dipimpin oleh seorang Kepala vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala
Dimnas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta peng-
aturannva lebih lanjut akan ditetapkan sesuai dengan xebutuhan
dan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunval tugas melaksanakan
Kegiatan tekmis dan admimistras) sesuar bidang keahhan masing-
masing. iwwlompok jabatan tungsional terdirn dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional vang dipimpin oleh seorang

tenaga tungsional senitor selaku ketua kelompok vang berada di



bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas vang bersangkutan,

D. Keadaan Pegawai

Pegawal dalam organisasi pemerintahanpun swasta memagang
peranan penting terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Karena itu
pendayagunaan kemampuan personil senantiasa menjadi pusat perhatian
pimpinan.

Dalam kondist kemampuan atau tingkat rata-rata Keterampilan dan
kecakapan pegawal bagus. maka dani, 'knva secara positif terhadap
pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, instansi yang bersangkutan.
Sasaran dan tujuan organisasi dapat dilihat dar1 hingkup pemerintahan,
Undang-Undang Pokok Kepagawaian Nomor 8 Tahun 1974 memberikan
penegasan dalam pelaksanaan tugas setiap Pegawair Negen Sipil.

Untuk melihat keadaan Pegawai Nezeri Sipil vang berada dalam
jajaran Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan. dapat
dirinci menurut tingkat pendidikan vang dimiliki setiap Pegawair Negeri

Sipil. seperti pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Sulawesi Seilatan Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
[. 1SD 2 -. 0.36
2. | SLTP ‘ 10 3825
3. | SLTA _f 113 g 36,68
4. | Sarjana Muda (D3) i 80 25.97
5. | Sarjana (S1) 1 103 33.45
Jumlah | 308 _ 100% |

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Kantor Dinas Pciidamtan Daerah
Propinsi Sulawes) Selaian Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ~cgawai yang berpendidikan
SD sebanyak 2 orang atau 0.36%. pcgawail yang berpendidikan SLTP
sebanyak 10 orang atau 3.25% dan pegawal vang berpendidikan SLTA
sebanyak 113 orang atau 36.68%. pegawal yang berpendidikan Sarjana
Muda/D3 hanjvak 80 orang atau 2597% serta pegawal vang ber-
pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 103 orang atau 33.45%.

Dengan memperhatikan tabel di atas bahwa pendidikan yang
mayoritas adalah SLTA sebanyak 113 orang atau 536,68%, maka pegawal
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan masthperlu
diberikan pembekalan atau pelatihan guna mendapatkan pengalaman Kerja
vang memadai, sehingga dapal diharapkan memberikan pelavanan vang

efektif, efisien. dan profesional.




Selanjutnya keadaan pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dapat pula diperinci menurut golongan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut sebagai berikut :

Tabel 2

Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Dirinci Menurut Golongan

3 ing Ruan
[NO' G'l;lll:;r'l‘;:n a | b | ¢ ]gd [ e risens) ! Pel‘?;:)tﬂsﬁ |
o 1 ool ls 1] 7 XY |
2| ul Ty 58 | 1883
30 ul Sa sl da 25 e o 2B ol 7594 |
4 T aen Lk g R 6 194 |
. Jumlah | | | | 308 | 100% |

Sumiber Data ©:  Bagian Kepegawaian Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Propinst Sulawesi Selatan Tahun 2001

Dari tabel di atas nampak pegawai vang bergolongan | hanva 7
orang atau hanya 2.27%. pegawai yang bergolongan 11 sebanyak 38 orang
atau 18,83%. dan pegawai vang bergolongan 111 sebanyak 237 orang atau
76,94%, serta pegawal yang bergolongan IV sebanyak 6 orang atau
1,94%.

Golongan pegawar vang mayoritas adalah golongan Il kemudian
golongan I1, 1, dan golongan IV, in1 menandakan bahwa pegawai Kantor
Dipenda rata-rata pegawainva sudah memiliki pengalaman kerja vang

luas.




BAB 1V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai

Untuk mencapai hasil yang maksimum bagi suatu Instansi diperlu-
kan adanya sistem manajemen yang baik, didalamnya. Karena manajemen
tidak bisa terlepas dan rangkalan perencanaan fungsi organik. Manajemen
int merupakan suatu keharusan vang tidak terlepas dari suatu organisasi
baik, Instansi pemerintah atau swasta. Untuk mengukur keberhasilan
Instansi memerlukan perencanaan yang matang didalamnya. Agar
perencanaan itu dapat berfungsi secara efektit (berhasil guna) dan efisien
(berdaya guna). Maka diperlukan adanya Kkedisiplinan bagi para
pegawai/Instansi tersebut.

Untuk 1tulah diperlukan suatu disiplin pegawai yang tinggi dalam
mematuhi kinerja pegawai, schingga dapat mempengaruhi hasil yang telah
ditargetkan, yaitu terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pegawai
Negeri hanya mengabdikan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.

Untuk dapat menciptakan aparatur Pemerintab yvang berdaya guna
dan berhasil guna dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan antara lain dengan wujud semangat kerja yang cukup tinggi.




Sebab kerja efektif menurut jumlah jam kerja vang seharusnya
serta 11 kerja yang sesual dengan uraian tugas masing-masing pegawai
akan dapat menunjang Kkemajuan, keberhasilan serta mendorong
kelangsungan, kerja, baik secaia individu maupun secara menyeluruh.

Terciptanya disiplin kerja yang baik dikalangan anggota terhadap
penyelenggaraan-penyelenggaraan organisasi sehingga tercipta pula self
control yang baik sehingga memudahkan pembinaan karier dan prestasi
kerja.

Dengan masih ditemukannva sebagian pegawail vang terlambat
masuk kantor dan kurang mengetanhul kode etk kepegawaian, 1ni
menandakan Kurangnya kedisiplinan pegawai. Hal tersebut di atas
mencerminkan bahwa sebagian pegawai pada kantor Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan masth kurang mentaati disiplin yang
telah ditentukan dan semuanya ini akan mengganggu dan menghambat
proses pelaksanaan pekerjaan dan telah melanggar prinsip-prinsip
organisasi. oleh Karena 1tu disiplin merupakan ketaatan vang sifatnya
imprasional tidak memakai perhitungan pamrih, perhitungan pribadi.

Di sini dituntut kesadaran pegawal dalam pelaksanaan disiplin,
oleh karena itu disiphin merupakan satu-satunya jalan (sarana untuk
mempertahankan kelangsungan hidup organisasi, apabila prinsip-prinsip

organisasi dilepaskan oleh anggota-anggota organisasi, membawa akibat



terbukanva kemungkinan terjadinya hambatan bagi terwujudnya tujuan
organisasi.

Pembinaan disiplin pegawai bagi para Pegawail Negeri di dalam
konteks organisasi diperlukan kepemimpinan tertentu. Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki suatu jabatan tertentu, pimpinan
dalam birokrasi mulai dari jenjang yang paling rendah terlebih-lebih
kepada pucuk pimpinan, di samping persyaratan-persyaratan yang telah
ada, maka seorang pimpinan harus mempunyai kelebihan, kemampuan
dan pada vang dipimpin, terutama kemampuan manajemen, karena
pimpinan itulah yang harus membina bawahannya, karena dan pimpinan
pulalah bawahan akan mencontohi apakah disiplin pimpinan dilaksanakan
atau tidak, sehingga disiplin pegawai benar-benar terlaksana sesuai
dengan vang diinginkan dan tercapai hasil kerja yang maksimal.

Lazimnva kata disiplin menunjukkan ideal hukuman akan tetap
bukan artinva (arti disiplin) yang sebenarnya menekankan bantuan kepada
pegawal untuk menjabarkan sikap vang layak terhadap pekerjaan dan
menciptakan cara pengawasan dalam rﬁembum perannva dalam hubungan-
nya dengan disiplin.

Disiplin kerja sangat erat hubungannya dengan produktivitas bcrja
pegawai. Hal ini dapat dicapai apabila pegawai itu diberikan pembinaan

vang baik melalui penegakan disiplin mengikutsertakan pegawail dalam
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pendidikan dan latihan sehingga para pegawai dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik, sebagaimana upaya yang telah dilakukan oleh
pimpinan dalam peningkatan produktivitas kerja pegawal sehingga
terciplah pegawai yang berkualitas atau bermutu.

Disiplin kerja pada dasarnya mengandung pengertian tentang
keadaan kerja serta pengaturan kerja efektif dengan mengikuti dan
mentaatl semua peraturan maupun tata tertib kerja yang telah ditetapkan,
oleh karena itu disiplin kerja timbul dari diri individu pegawai maupun
motivas) atau dorongan yang diberikan oleh pimpinan terhadap para
pegawail dalam suatu Instansi.

Dengan adanya disiplin kerja vang kuat, maka dapat meningkatkan
produktivitas kerja pegawai yang baik sebagai wujud dari hasil pembinaan
disiplin kerja pegawai yang dilakukan oleh pimpinan terhadap para
bawahannya vang ada dalam Instansi tersebut.

Oleh karena itu setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan
vang harus ditaati oleh para anggotanya. standar yang harus dipenuhi,
disiplin - merupakan tindakan manajemen  untuk  mendorong  para
anggotanya organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut,
dengan kata lain pendisiplinan pegawai adal~h suatu bentuk pelatihan
yang berusaha memperbaiki dan membuat pengetahuan, sikap dan

perilaku karvawannva, sehingga para karvawan tersebut secara sukarela



41

berusaha bekerja secara koperatif dengan para karyawan yang lain serta
meningkatkan prestasi kerja.

Selanjutnya pelaksanaan disiplin kerja pegawai dapat berjalan
dengan baik apabila dilihat dari pelaksanaan absensi setiap harinya untuk
pemantauan kehadiran para pegawai untuk melaksanakan tugasnya setiap
hari dapat dilihat melalui tanggapan responden dan seperti pada tabel
berikut :

Sclanjutnya pelaksanaan disiplin jam kerja pegawai pada Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam ketetapan
waktu datang menjalankan tugas vang diberikan kepadanya setiap hari
kerja untuk lebih jelasnya ketetapan waktu jam kerja masuk kantor
bekerja dapat dilihat melalur hasil penehitian mengenal tanggapan
responden seperti pada tabel berikut ini

Tabel 3

Tingkat Rata-rata Ketepatan Waktu Jam Masuk Kerja
pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

No. 1 Datang pada Jam : Frekuensi Persentase (%)
1. | Pukul 07.00 pagi | s :

2. Pukul 07 .30 pagi | 120 : 17,42

3. Vuakul 08.00 pagi ' 34 22,08

4

[ . : Pukul 08.30 pagi | -] - '
lumlah 154 i 100.00

Sumber data - Hasil Pengohalan Kuesioner, Tahun 2001



Berdasarkan data tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa
ketetapan waktu/jam kerja kantor pegawai dalam menjalan tugasnya pada
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi  Sulawesi Selatan
memperlihatkan bahwa responden yang mengatakan bahwa datang ke
kantor pada jam 07.00 pagi tidak ada penilaian, selanjutnya vyang
mengatakan datang ke kantor pada 07.30 pagi sebanyak 120 orang
responden dengan persentase 77,92% dan yang mengatakan pegawai yang
datang menjalankan tugasnya pada jam 08.00 bagi sebanyak 34 orang
responden dengan persentase 22.07%. Jadi kalau Kita memperlihatkan
uraian pada tabel tersebut di atas bahwa pegawal yang masuk kantor
menjalankan tugasnya/pekerjaan vang dibebankan kepadanya rata-rata
masuk kantor jam 07.30 pagi. Jadi masih banyak pegawai yang masuk
kantor tepat pada waktunya dibandingkan dengan yang terlambat masuk
kantor.

Dalam memantaatkan jam kerja secara maksimal maka jadwal jam
kerja vang ditetapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan
vaitu Senin - Jum’at dimu lai jam 07.00 pagi dan berakhir jam 15.00,

maka jam pulang pegawai dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Jam Pulang Kantor Pegawai yang
Ditentukan pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

No. Pulang pada Jam Frekuensi Persentase (%)
1. | Pukul 15.00 - 15.30 Y 54,54
2. | Pukul 14.00 - 14.30 i 47 30,53

3. | Pukul 13.00 - 13.30 | 23 | 1493

| Jumlah | 154 100,00

Sumber data : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 200

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa
jam pulang Kantor pegawai dalam menjalankan tugasnya pada Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sula' 2s1 Selatan. Responden
mengatakan bahwa jam pulang kantor jam 15.00 - 15.30 sebanyak 84
orang dengan persentase 34.54%, sedangkan jam pulang kantor jam
14.00-14 30 sebanyak 47 orang dengan persentase 30,35% dan yang
pulang kantor pada jam 13.00 - 13.30 scbanyak 23 orang dengan
persentase 14.93%. Dari hasil penchtian tersebut dapatlah diketahui
bahwa tingkat penggunaan jam Kerja pegarvai masth terasa belum
sepenuhnya sesuai dengan jadwal kerja vang telan ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnva pelaksanaan disiplin Kerja pegawai dapat berjalan
dengan baik apabila dilihat dari kualitas kerja pegawai dalam melaksana-

kan tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel berikut ini
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Tabel 5

Tanggapan Responden Tentang Kualitas Kerja Pegawai
Pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
I. | Sangat baik 58 37,66
2. | Baik 70 45,45
3. | Cukup baik 26 16,88
4. | Tidak baik o - ] -
Jumlah = 154 100,00

Sumber data - Hasil Pengolahan Kuésioncr, Tahun 2001

Berdasarkan data tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa
kualitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan dap~: dikategorikan baik terbukti dari jawaban
responden yang mengatakan sangat baik sebanyak 358 orang dengan
persentase 37,66%, selanjutnya yang mengatakan baik sebanyak 70 orang
responden atau 45.45%. dan yang mengatakan cukup baik sebanyak 26
orang responden atau 16.88%. sedangkan yang mengatakan tidak baik
tidak ada jawaban dari responden. Jadi kalau kita melihat uraian pada
tabel tersebut di atas bahwa kualitas kerja pegawai sudah dapat diandalkan
sesual dengan bidang kerja masing-masing pegawai untuk menunjang
terselenggaranya yang efektif dan efisien.

Untuk melihat bagaimana keadaan Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam




ketetapan waktunya setiap hari untuk menunjang berhasilnya semua
pekerjaan di kantor untuk lebih jelasnya keadaan pegawai yang sering
terlambat dapat dilihat melalui hasil penelitian tanggapan responden pada
tabel berikut in1 :

Tabel 6

Tingkat Rata-rata Pemanfaatan Jam Kerja Pegawai Perminggu
pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

| Jam kerja Frekuensi TPcrscntasc (%)

J : e T T - :
bl r 25 - 30 jam . 6 ‘ 389 '
2. 13540 jam | 102 | 66.24

‘ 3. |45 - 50 jam 46 | 29.87

4. | 55— ke jam - -

f :l u mlah- - i 154 : 100.00
1 Al . _

Sumber data : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2001

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa
tingkat pemantfaatan jam kerja perminggu pegawal vang dipilth menjadi
responden sebagar sampel penelittan pada Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Dari 154 orang responden terdapat 6
orang responden atau 3.89% vang mempunyai jam kerja antara 25 - 30
jam perminggu, selanjutnya ada 102 orang responden atau 66 24% vang
mempunyal jam kerja antara 35 — 40 jam kerja perminggu, sedangkan 46
orang responden atau 29,87% yang mempunyal jam kerja antara 43 — 50

Jam Kerja perminggu serta vang mempunyat jam Kerja antara 33 — Ke atas



46

tidak ada jawaban responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat jam
kerja perminggu pegawai adalah antara 35 — 40 jam, schingga para
pegawai seolah menggunakan waktunya dengan baik.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tingkat pemanfaatan jam kerja
pegawal pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
tersebut berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

Tanggapan Responden Tentang Disiplin Kerja Pegawai Dalam
Melaksanakan Tugasnya pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%)
1. | Sangat disiplin ; 44 | 28,57
2. | Disiplin 95 : 61.68
3. | Cukup disiplin 15 ‘ 9.75
4. | Tidak disiplin | - § -
r w Jumlah 1 154 f 100,00

Sumber data : l-lasi_l_l"_ag_(ilzl'hz-l_n_ Kuesioner, Tahun 2001

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan disiplin kerja pegawai
dalam menjalankan tugasnva sctiap hari pada kantor Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, telah mendapat tanggapan vang baik
dart responden. Terbukti dengan adanya responden vang mengatakan
disiplin kerja pegawai vang disiplin yaitu ada 44 orang responden, atau
28,57% dan selanjutnva yang mengatakan pentlaiannva disiplin scbanyak

95 orang responden atau 61.60% dan yang mengatakan cukup disiplin
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sebanyak 15 orang responden atau 9,75%, serta yang mengatakan tidak
disiplin tidak ada penilaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
disiplin kerja pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya setiap hari adalah dapat
berjalan disiplin. sebab dari 154 responden atau 100% vakni ada 95 orang
respoden atau 61.68% yang mengatakan disiplin kerja pegawai dapat
dikatakan disiplin berarti pegawai yang ada pada Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tugasnya

berjalan dengan baik

Usaha-usaha Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja

Pembahasan mengenar kepuasan kerja perlu didahului oleh
penegasan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana,
baik dalam arti konsepnya maupun dalam arti anahsisnya, karena
“Kepuasan™ mempunyal Konotas: vang beraneka ragam. Meskipun
demikian tetap relevan untuk mengatakan bahwa Kkepuasan Kkerja
merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat posiuf
maupun bersitat negatif tentang pekerjaannya.

Karena tidak sederhana, banyak faktor yang perlu mendapat
perhatian dalam menganalisis kepuasan kerja seseorang. Misalnya sifat

pekerjaan seseorang mempunyai dampak tertentu pada kepuasan kerjanya
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berbagai penelitian telah membuktikan bahwa apabila dalam pekerjaannya
seseorang mempunyal otonomi untuk bertindak, terdapat variasi,
memberikan sumbangan penting dalam keberhasilan organisasi dan
karyawan memperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan vyang
dilakukannya yang bersangkutan akan merasa puas. Bentuk program
perkenalan yang tepat serta berakibat pada diterimanya seseorang sebagai
anggota kelompok kerja dan oleh organisasi secara ikhlas dan terhormat
Jjuga pada umumnya berakibat pada tingkat kepuasan Kerja yvang tinggi.
Siatuasi lingkungan pun turut berpengaruh pada tingkat kepuasaan ierja
seseorang.

Untuk 1tu maka usaha-usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja
pegawail pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawes: Selatan
dapat diperinci beberapa hal di bawah ini :

1. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai vang dikembangkan
melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan kegiatan yang
bermaksud memperbaiki dan  mengembangkan sikap perilaku.
keterampilan dan pengetahuan para pegawai sesuai dengan kebutuhan
kantor dalam proses peningkatan kepuasan kerja pendidikan dan
pelatihan dilaksanakan baik bagi pegawal baru maupun pegawai lama

vang berkewajiban agar para pegawai dapat bekerja lebih efektif dan
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efisien. Pelatihan dimaksudkan untuk menyesuaikan tuntutan baru atas
sikap dan perilaku, keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan
suatu pekerjaan yang lebih cepat dan lebih baik.
Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang sering diikuti oleh
pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan yaitu :

I. SPAMA

2. ADUM

ADUMLA

s

Ketiga jenis pendidikan im dilaksanakan berjenjang berdasarkan
kebutuhan suatu Instansi/kantor dan setiap tahun beberapa pegawai
diutus sesuail dengan perintah atasan untuk memperbaiki jenjang karier
untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Penyediaan Sarana dan Fasilitas Kerja

Sarana dan fasilitas kerja ini menjadi salah satu aspek vang
berpengaruh terhadap efisiensi kerja yang sudah barang tentu, dengan
melalui suatu pola disiphin kerja yang tepat agar aplikasi dan pengaruh
tersebut nampak maka sarana dan fasilitas kerja tersebut harus dapat
dilihat sebagai faktor vyang berantai mulai dari pengadaannya,
pemeliharaan, ber! .t penday ceunaannya.

Pendanaan sarana dan fasilitas kerja dapat berpengaruh terhadap

disiplin kerja dengan dasar pendapat bahwa seorang pegawai hanya



dapat melakukan aktivitas organisasi apabila ada sarana dan fasilitas
kerja yang tersedia maka pegawai betah dan fasilitas kerja yang
tersedia maka pegawai bedah dalam pekerjaannya dengan perkataan
lain dapat mengefektifkan kehadiran pegawai sebagai salah satu
bentuk penjabaran disiplin kerja.

Kemudian setelah sarana dan fasilitas kerja tersebut diadakan
muncul alternatif selanjutnya yang mengenai pemanfaatannya dan agar
sarana dan fasilitas kerja dapat difungsikan secara kontinyu di situlah
letaknya diperlukan adanya pemeliharaan yvang didalamnya sudah
tersirat perlunya dihadirkan tindakan pemborosan.

Oleh karcna 1tu dalam hal pemantaatannya saran dan fasilitas
kerja tersebut perlu senantiasa diperhitungkan pendayagunaannya
secara cfisien yang sudah barang tentu hanya dapat terlaksana
manakala pada diri pegawair sudah tertanam paham efisien kerja
tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan fasilitas kerja yang
ada pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 8

Tanggapan Responden Tentang Sarana dan Fasilitas Kerja
yang Ada pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

No. Jawaban responden Frekuensi Persentase (%)
1. | Sangat memadai 45 29,23
2. | Memadai 32 53,24
3. | Cukup memadai 27 17,53
4. | Tidak memadai - | -
| Jumlah | 154 100,00

ISumber data : I_Ei-é—i'i_[_’cngohalan Kuesioner, Tahun 2601

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas mcenunjukkan
bahwa sarana dan fasilitas kerja yang ada pada Kantcr Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan
memadai. hal ini dapat dilihat jawaban responden bahwa pegawai yang
mengatakan sangat memadai 45 orang responden dengan persentase
29.23% dan vang mengatakan memadai sebanyak 82 orang responden
atau 53.24%. Sedangkan yang mengatakan cukup memadai sebanyak
27 orang responden atau 17,53%, serta yang mengatakan udak
memadai tidak ada jawaban, dengan demikian dapat dikatakan bahwa
sarana dan tasilitas kerja yvang ada pada Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat semua aktivitas di kantor berjalan dengan

baik.



Pembagian Tugas Sesuai Dengan Kemampuan dan Keahlian yang
Dimiliki

Agar dapat menetapkan para pegawai tersebut pada bidang
tugas sesual dengan keahliannya termasuk dalam hal penyusunan
antara hirarki organisasi dengan latar belakang pendidikan yang
dimiliki maka kemampuan pegawai lebih mudah diukur.

Selain  itu dengan adanya Kkesesualan tersebut dapat
menimbulkan perasaan senang bagi pegawal vang bersangkutan,
schingga mereka rela mengerjakan tugas secara disiplin dengan
mentaati segala kchijaksanaan dan peraturan yang berlaku serta
mencurahkan segala perhatiannya terhadap tugas vang dibebankan
kepadanya.

Dengan perkataan lain. keadaan demikian dapat menjadi
katalisator pelaksanzan cfisiensi kerja organisasi suatu pihak. dan
dalam hal penilaian tidak akan merugikan pegawai yang bersangkutan,
dimana segala kemampuan dan keterampilan dapat mercka manfaatkan
dengan baik.

Untuk lebih jelasnva mengenai spesialisasi kerja pegawai pada
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawes:) Selatan, dapat

dilihat dalam tabel seperti di bawah ini :
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Tabel 9

Tanggapan Responden Tentang Spesialisasi Kerja Pegawai
pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

No. Jawaban responden Frekuensi Persentase (%)
I. | Sangat memuaskan 51 33,12
2. | Memuaskan ; 73 47,40
3. | Cukup memuaskan I 30 19.48 .
4. | Tidak memuaskan ’ - -
Jumlah é 154 100,00

Sumber data : Hasil -I_’{:ngohzil-a_h_;l_(_i]-csi(Ter. Tahun 2001

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan
bahwa spesialis kerja pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya
masing-masing pegawal schingga setiap job-job sesuai dengan
keinginan pegawai.

Hal 11 dapat dilihat dart jawaban responden bahwa pegawai
vang menyatakan sangat memuaskan sebanyak 51 orang responden
dengan persentase 33,12% dan yang menyatakan memuaskan sebanyak
73 orang responden atau 47,40%. Sedangkan yang mengatakan cukup
memuaskan sebanyak 30 orang responden atau 19,48%, serta tidak ada
responden yang jawaban tidak memuaskan, dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa spesialisasi kerja pegawai pada Kantor Dinas

Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan seolah berjalan dengan




baik sesuai dengan jobnya masing-masing, sehingga semua aktivitas di
kantor berjalan lancar.
Menaikkan Tingkat Penghasilan (Gaji) Pegawai

Gaji merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap
tingkat kepuasan kerja pegawai. Untuk itu dalam rangka meningkatkan
efektivitas kerja pegawai perlu perbaikan tingkat penghasilan sehingga
semua aktivitas pegawai dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan
yang diinginkan bersama oleh pimpinan. Karena pimpinan merupakan
unsur vang paling utama dalam organisasi sebab baik buruknya
perilaku bawahan sangat tergantung pada perilaku pimpinan dalam
membina bawahannya dan dalam menentukan tinggr rendahnva
penghasilan pegawar tergantung dart unsur pimpinan. Jadi dalam
meningkatkan rasa kepuasan kerja pegawail harus memberikan gaji
yvang cukup sesuai dengan tingkat eselonnyva/jabatan.

Kemudian dalam menunjang terlaksananya kincrja pegawal
vang efektif dan efisien sangat tergantung dari tinggi rendahnya
tingkat penghasilan (gaji) seseorang vang lambat laun akan menjadi
penvebab untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai sehingga untuk
kelancaran gapi pegawar rerlu pomberian  fasilitas vang  dapat
menambah kepuasan kerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya

untuk masa vang akan datang.



Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkat penghasilan
(gaji) pegawai dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dapat dilihat
melalui tabel sebagai berikut :
Tabel 10

Tanggapan Responden Tentang Tingkat Penghasilan Gaji
Pegawai Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluagarnya

No. | Jawaban responden Frekuensi Persentase (%)

| 1. | Sangat cukup | 35 22,72

‘ 2, -| Cukup -[ 63 . 40,90

i 3. | Kurang cukup | 38 : 24.68

| 4. | Thdak Cf!k“p, N I, 18 11,70 -~ |
{ ‘ Jumlah ' 154 100,00

Sumber data : Hasil Pengohalan Kuesioner, Tahun 2001

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan
bahwa tingkat penghasilan (gaji) pegawai dalam memenuhi kebutuhan
keluarganya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan adalah mencukupi dalam menghadapi kehidupan keluarganya.
Hal in1 dapat dilihat dengan adanya responden vang mengatakan
sangat cukup sebanyak 35 orang responden atau 22.72%. dan yang
mengatakan cukup sebanyak 63 orang responden atau 40,90%, sedang
yang mengatakan kurang cukup 38 orang responden atau 24 .68%. serta
vang mengatakan tidak cukup sebanyak 18 orang responden atau

11.70%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan (gaji)




pegawai dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan lancar sesuai

dengan yang diinginkan.

C. Usaha-usaha Merumuskan Strategi Kerja Pegawai

Suatu organisasi baik tidak akan banyak manfaatnya kalau tidak
didukung oleh faktor-faktor vang mempengaruhi keberhasilan dalam
penerapan strategi kerja pegawai dalam banvak hal keberhasilan
pelaksanaan suatu kegiatan atau sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor
antara lain dari unsur pimpinan.

Unsur pimpinan merupakan unsur yang utama dalam organisasi
karena baik buruknya perilaku bawahan sangat tergantung pada perilaku
pimpinan yang merupakan tulang punggung perumusan strategi kerja
pegawai sehingga dalam setiap kebijakan yang diambil dapat sesuai
dengan keinginan bersama, oleh karena i1tu perlu pimpinan vang
profesional vang mampu menggerakkan dan memotivast bawahan dalam
rangka mencukupi tujuan organisasi.

Penerapan atau pemanfaatan strategi kerja pegawai dapat terbentuk
dengan sendirinya melalui keadaan dan kesadaran pegawai negeri
tersebut. Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. tet~p1 hal yang
seperti ini masih jarang ditemukan tanpa dikatikan dengan peraturan-

peraturan vang ada pada kantor tersebut, untuk itu usaha-usaha merumus-



kan strategi kerja pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Sulawesi Selatan sebagai berikut :

a. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dimulai dari adanya
kesepakatan dan perlu adanya pengendalian sehingga diperlukan
adanya monitoring pengaduan Pegawal Negeri Sipil, koordinasi
sebaiknya dilakukan secara rutin.

b. Pengawasan merupakan suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah  terhadap segala kegiatan dan  penyelengaraan
pemerintahan, agar setiap langkah dan kebijakan dapat berjalan dengan
baik.

c. Melalui pembinaan sumber daya manusia yang mempunyai cakupan
luas sebab sumber daya manusia aparatur/pegawal negeri mempunyail
kedudukan yang sangat penting karena mereka sekaligus
melaksanakan fungsi sebagail perumus perencanaan. pelaksanaan dan
pengawas kegiatan pembangunan pada umumnya.

d. Peningkatan motivasi kerja pegawai. produktivitas suatu organisasi
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelatihan tambahan, peniiaian prestasi kerja vang adil,
rasional dan obyektif. motivasi sangat penting bagi peningkatan kerja
schingga secara umum dalam rangka perumusan strategi kerja dapat

dimantaatkan dengan baik.




Dalam usaha memberikan output bagi terciptanya rumusan
strategi kerja pegawai yang mantap sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan pimpinan, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :

Tabel 11

Tanggapan Responden Tentang Rumusan Strategi Kerja Pegawai
pada Kantor Dipenda Sulawesi Selatan

? No. Jawaban responden Frekuensi Persentase (%)
i 1. | Sangat sesuai f 39 ‘ 25.32
| 2. | Sesuai f 87 56,50

3. Cukup sesuai .' 28 1818

| |
| 4. | Tidak sesuai | - ., -
[

| - i 1
i | Jumlah j 154 l 100,00
Sumber data : Hasil Pengohalan Kuesioner, Tahun 2001

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan
bahwa perumusan strategi kerja pegawai pada Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan
aturan vang berlaku. Hal in1 dapat dilihat dar jawaban responden yang
mengatakan sangat sesual 39 orang responden atau 25.32%, dan yang
mengatakan sesual sebanyak 87 orang responden atau 56.50%. Serta
vang mengatakan cukup sesuail sebanyvak 28 orang responden atau
18.18%. sedangkan yang mengatakan tidak sesuai tidak ada jawaban.
Jadi dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi kerja pegawai sudah
sesual aturan yang berlaku. sehingga program kerjanya dapat berjalan

lancar.



A.

BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulan

Tingkat disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai
peningkatan Kkinerja pegawai vang cfekuf dan efisien sangat
ditentukan oleh pemantaatan disiplin kerja yang ditetapkan tugasnva
masing-masing dan dapat menghasilkan gairah kerja vang baik.
Usaha-usaha peningkatan kepuasan Kerja pegawai sebagai berikut :
a. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka peningkatan kepuasan kerja pegawar yang
dikembangkan melalui pendiikan dan pelatihan vang merupakan
kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap.
perilaku, keterampilan dan pengetahuan para pegawail sesual
dengan kebutuhan Kantor.
b. Penyediaan Sarana dan Fasilitas Kerja
Sarana dan fasihitas kerja menjadi salah satu aspek vang
berpengaruh terhadap efisiens: Kerja vang sudah barang tentu
melalui suatu pola disiphin kerja vang tepat. Seorang pegawai

hanya dapat melakukan aktivitas organisasi apabila ada sarana dan
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fasilitas kerja yang tersedia maka pegawai betah dalam pekerjaan-
nva.
Pembagian Tugas Sesuar dengan Kemampuan dan Skill

Agar dapat menetapkan para pegawai tersebut pada bidang
tugas sesuai dengan keahl:annya termasuk dalam hal pengurusan
antara hirarki organisasi dengan latar belakang, pendidikan yvang

dimiliki, maka kemampuan pegawai lebih mudah diukur.

Usaha-usaha Merumuskan Strategi Kerja Pegawai yaitu :

L.

]

Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dimulai dari adanya
kesepakatan dan perlu adanya pengendahian. sehingga diperlukan
adanya monitoring. pengaauan Pegawal Negeri Sipil. koordinasi
sebaiknya dilakukan secar:. rutin.

Pengasawan merupakan pengawasan  vang dilakukan oleh
pemerintah terhadap segala kcaoiatan agar setiap langkah dan
kebrjakan dapat berjalan dengan baik.

Pembinaan sumber daya manusia yang mempunyai kedudukan
yang sangat penting, karena sekaligus sebagail perumus perencana,

pelaksana dan pengawas kegiatan pembangunan.

B. Saran-saran

1.

Untuk menunjang terlaksananya disiplin kerja yang efektif dan efisien

demikian pula dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipi! pada



(3]

(8]
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Kantor Dinas Pendapatan Dacrah Propinsi Sulawesi Selatan. maka
diperlukan adanya pengawasan intern vang lebih ketat ddengan
menerapkan sanksi hukuman secara langsung kepada pegawai tanpa
memandang siapapun.

Dalam upaya meningkatkan disiplin kerja Pegawar Negeri Sipil di
hngkungan Kantor Dinas Pendapatan Dacrah Propinsit Sulawesi
Selatan disarankan agar diberikan pembinaan dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sebagal Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawal maka diperlukan taktor-
faktor pendukung antara pegawal maupun antara pimpinan dan

bawahan.
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